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ABSTRAK

KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN HAKIM TENTANG
KEWAJIBAN MENAFKAHI ANAK SETELAH TERJADINYA
PERCERAIAN

MUHAMMAD RIDHO AWALSYAH

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya keputusan hakim
tentang kewajiban menafkahi anak setelah terjadinya perceraian. Adapun yang
menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kekuatan
eksekutorial putusan hakim tentang kewajiban menafkahi anak setelah
terjadinya perceraian dan akibat hukum terhadap mantan suami yang tidak
memenuhi kewajiban menafkahi anak setelah terjadinya perceraian.

Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan
pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa dimasa mendatang, generasi
muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan
mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi dan
mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi
bangsa dan negara pada masa depan. Setiap anak berhak atas perlindungan
terhadap kebebasan anak, perlindungan terhadap hak asasi anak, dan
perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan
kesejahteraan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan
dengan cara mengkaji dan menganalisis dari bahan-bahan kepustakaan.
Penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan
perundang- undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup
dan berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa kekuatan
eksekutorial putusan hakim tentang kewajiban menafkahi anak setelah
terjadinya perceraian yaitu melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam
putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara, demi keadilan berdasarkan
Ketuhanan yang Maha Esa, baik perkara nafkah anak maupun kebendaan yang
lainnya dan akibat hukum terhadap mantan suami yang tidak memberikan
nafkah anak yakni berupa sanksi perdata dan sanksi pidana

Kata kunci : Kekuatan Putusan Hakim, Akibat Hukum Perceraian, Hak dan
Kewajiban Orang tua dan anak, Pemeliharaan anak setelah
terjadinya perceraian.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa,
bahkan anakdianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan
kekayaan harta benda lainnya, karena jika kita berbicara mengenai anak, anak
adalah merupakan potensi nasib manusia dihari mendatang, dialah yang ikut
berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada

masa mendatang.
Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan
pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa dimasa mendatang,
generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis
dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan
eksistensi dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin
kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Setiap anak
berhak atas perlindungan terhadap kebebasan anak, perlindungan terhadap

hak asasi anak, dan perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak
yang berkaitan dengan kesejahteraan.*

Setiap manusia dalam aktivitasnya mempunyai tujuan yang sama yaitu
untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kebutuhan dasar tersebut meliputi
kebutuhan untuk melangsungkan keturunan, mempertahankan diri dan kebutuhan
pengakuan akan berdasarkannya. Untuk memenuhi kebutuhan untuk
melangsungkan keturunan manusia melangsungkan suatu perkawinan. Dalam
perkawinan dihadapkan lahirnya seorang anak yang akan meneruskan garis

keturunan.

! Waluyadi, 2009. Hukum Perlindungan Anak, Bandung: CV. Mandar maju. Halaman 1



Dalam perkawinan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita jika
mempunyai anak, anak tersebut menjadi anak yang sah dari kedua orang tuanya.
Anak-anak yang belum dewasa tidak ada wewenang untuk melakukan perbuatan
hukum sendiri, baik di dalam maupun di luar pengadilan sehingga diperlukan
adanya orang dewasa yang melakukan perbuatan hukum untuk anak tersebut.
Disinilah pentingnya kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa,
kekuasaan orang tua meliputi 2 (dua) hal yaitu:

1. Kekuasaan orang tua terhadap anak.

Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan
apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 sembilan belas tahun dan pihak
wanita sudah mencapai usia 16 enam belas tahun.?Dalam ketentuan Pasal 28B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan
bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan
hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa
anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak

yang masih dalam kandungan.

2https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-
perkawinan.Diakses pada 25 November 10:18.


https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak
https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak
https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan
https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan

2. Kekuasaan orang tua terhadap harta benda si anak, yang meliputi:

a. Pengurusan harta benda si anak.

b. Menikmati hasil dari harta benda si anak
Dalam hal ini dapat diartikan bahwa orang tua diperbolehkan
ikutmenikmati harta benda yang dihasilkan oleh anak mereka, tetapi
dengan mengingat ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 perkawinan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan
hak atau menggadaikan barang tetap dimilik oleh mereka

Keinginan untuk memiliki anak adalah hal yang alami karena manusia
memiliki akal sehat dan keinginan. Dengan akal pikiran manusia dapat melakukan
serta mengkaji sesuatu agar terasa bermanfaat dan disisi lain keinginan tersebut
mendorong manusia berusaha untuk memperolehnya bahkan terkadang menjurus
kepada hal yang tidak mampu dan diluar kuasa manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 Tentang
Kesejahteraan Anak pasal 2 ayat 1, tampak jelas terlihat bahwa setiap anak berhak
untuk mendapat kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan
kasih sayang baik keluarga maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan
berkembang. Anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, belum tentu
terpenuhi kesejahteraannya secara wajar dan dalam hal ini dapat mengakibatkan
anak menjadi terlantar.

Adapula kemungkinan bahwa kekuasaan oleh hakim dicabut atau orang tua

dibebaskan dari kekuasaan itu, karena suatu alasan. Kekuasaan itu dimiliki

oleh orang tua bersama tetapi lazimnya dilakukan oleh si ayah. Hanyalah
apabila si ayah tidak mampu untuk melakukannya, misalnyasakit keras,



sakit ingatan, sedang berpergian dengan tidak ada ketentuan tentang
nasibnya, atau sedang berada dibawah pengawasan curatele, maka
kekuasaan itu dialihkan oleh istri.®
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji
dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan Apakah akibat hukum terhadap
terhadap mantan suami yang tidak memenuhi nafkah anak setelah terjadinya
perceraian, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang
berjudul :
KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN HAKIM TENTANG KEWAJIBAN

MENAFKAHI ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN

B. Permasalahan

Perumusan masalah sangat diperlukan dalam suatu penelitian agar
mempermudah dalam pembahasan permasalahan yang diteliti dan agar penelitian

dapat dilakukan lebih mendalam dan tepat sasaran.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan eksekutorial putusan hakim tentang kewajiban
menafkahi anak setelah terjadinya perceraian?
2. Apakah akibat hukum terhadap mantan suami yang tidak memenuhi

kewajiban menafkahi anak setelah terjadinya perceraian?

3Soimin Soedharyo. 2002. Hukum Orang dan Keluarga, Jakarta, Sinar Grafika.Halaman
48



C. Ruang Lingkup & Tujuan Penelitian

Ruang Lingkup :

Sejarah dengan objek yang diteliti dan untuk membatasi permasalahan yang
akan dibahas maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi kepadabagaimana putusan

hakim tentang kewajiban menafkahi anak setelah terjadinya perceraian.

Tujuan penelitian :

Tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian mengenai

permasalahan tersebut di atas adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kekuatan eksekutorial putusan hakim
tentang kewajiban menafkahi anak paskah terjadinya perceraian?

2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap mantan suami yang tidak
memenuhi kewajiban menafkahi anak setelah terjadinya perceraian ?

D. Keterangan Konseptual

1. Kekuatan eksekutorial adalah Kekuatan yang melaksanakan putusan
pengadilan pada akta otentik yang di kepala akta tertulis. Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, memiliki kekuatan eksekutorial
seperti suatu putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang
tetap.*

2. Hakim vyaitu orang yang mengadili perkara (di pengadilan atau

mahkamah).

4https://glosarium.org/arti-kekuatan-eksekutorial/



https://glosarium.org/arti-kekuatan-eksekutorial/

3. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa
tanggung jawab. Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus
dilaksanakan, pekerjaan, tugas menurut hukum, segala sesuatu yang
menjadi tugas manusia.®

4. Menafkahi anak merupakan sesuatu kewajiban yang wajib diberikan oleh
orang tua terhadap anaknya. Melalaikan tanggung jawab bearti tidak
memenuhi kewajibannya sebagai orang tua.®

5. Perceraian dalam konteks hukum islam, perceraian diistilahkan “talak”
atau “furqah” Adapun arti dari talak adalah membuka ikatan dan
membatalkan perjanjian, sementara furgah artinya bercerai, yaitu lawan
dari berkumpul.”

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif
yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder (data kepustakaan)
dan juga didukung dengan data lapangan. Dan sekunder tersebut terdiri dari bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Penelitian mengenai permasalahan ini menggunakan beberapa metode

sebagai berikut :

SKewajiban. https://www.jojonomic.com/blog/2019/10. Diakses pada 10 Oktober 2021,
09.49 wib.

bSafala Udin, 2015, Nafkah anak pasca perceraian. Stain Po PRESS, lingkar media jogja.

"Soemiyati, 2004, hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan.
Yogyakarta, liberty. Halaman 162


https://www.jojonomic.com/blog/2019/10

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data,

karena dengan pengumpulan dan akan diperoleh data yang diperlukan

untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Berkaitan

denganhal tersebut, sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini

adalah data sekunder, yang meliputi :

a) Data Primer

b)

c)

Data ini diperoleh dengan cara mengumpulkan sejumlah data yang
mempunyai kekuatan mengikat seperti berdasarkan norma dasar
maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

penelitian ini secara terarah dan sistematis tentang objek yang teliti.

Data sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak
mengikat yang terdiri dari buku-buku, majalah dan jurnal yang
keterangannya diperoleh melalui studi pustaka, literatur, peraturan
perundang-undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang

berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

Data Tersier



Yaitu berupa kamus, bahan dari website/internet dan bahan hukum
yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan hukum

sekunder.

2. Metode Analisis Data

Bahan hukum yang telah diperoleh, diolah secara content analysis
yang kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep
hukum, danperundang-undangan yang terkait. Dari analisis tersebut
ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif yaitu dengan beranjak dari
prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan
umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan

diuraikan secarasistematis.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan

tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan latar belakang, rumusan permasalahan,
ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode
penelitian yang menjelaskan cara-cara penelitian untuk memperoleh
data dan pembuatan skripsi ini sebagai uraian yang terakhir

mengenai sistematika penulisan skripsi.



BAB |1

BAB 111

BAB IV

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai kekuatan putusan hakim, akibat
hukum perceraian, hak dan kewajiban orang tua dan anak,

pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian.

HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini yang membahas permasalahan dan pembahas, bagaimakah
kekuatan eksekutorial putusan hakim tentang kewajiban menafkahi
anak setelah terjadinya perceraian, Apakah akibat hukum terhadap
mantan suami Yyang tidak memenuhi kewajiban menafkahi

anaksetelah terjadinya perceraian

PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari masalah-masalah
yang dirumuskan dalam penelitian. Setelah mengambil kesimpulan
dan seluruh data yang diperoleh dari penelitian serta memberikan

saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca skripsi ini.
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